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Abstract 
The high cost of wedding ceremonies is one of the factors causing 
some individuals to postpone or feel unprepared for marriage. 
This condition arises because marriage is often perceived as a 
significant life event that is expected to be celebrated lavishly, 
requiring substantial financial resources. To address this 
constraint, Islamic financial institutions offer wedding financing 
through the ijarah multijasa contract. This article aims to analyze 
the implementation of the ijarah multijasa contract in wedding 
financing and assess its compliance with Fatwa Number 44 of 
2004 issued by the National Sharia Council of the Indonesian 
Council of Ulama concerning Multiservice Financing. This study 
employs a qualitative method using a case study design and a 
normative approach. The findings indicate that the Baitul Maal wa 
Tamwil applies an ijarah contract in which the institution acts as a 
service provider for customers seeking wedding financing. In 
practice, the institution enters into lease transactions with service 
providers, while customers do not receive cash directly because 
payments are made on their behalf under an authorized 
arrangement. The findings further reveal that the financing 
practice complies with the provisions stipulated in the fatwa. 
These findings reinforce the legitimacy of ijarah multijasa as a 
Sharia-compliant alternative for wedding financing. 

 
INTRODUCTION 

Pernikahan merupakan akad yang memiliki kedudukan penting dalam Islam 
karena menjadi dasar terbentuknya keluarga serta sarana menjaga keturunan (hifz al-
nasl). Keabsahan pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang 
telah ditetapkan oleh syariat, termasuk pelaksanaan walimah sebagai bentuk publikasi 
dan ungkapan rasa syukur atas terbentuknya rumah tangga baru. Islam pada dasarnya 
menekankan prinsip kemudahan dan menghindari segala bentuk kesulitan yang dapat 
menimbulkan kemudaratan bagi umat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pernikahan 
idealnya dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan tanpa 
menghilangkan nilai sakral yang terkandung di dalamnya (Rosiana et al., 2024; Sari, 
2024). 

Namun, perkembangan sosial masyarakat menunjukkan bahwa pernikahan 
tidak lagi dipandang semata-mata sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai simbol 
status sosial dan prestise keluarga. Tingginya tuntutan adat, keinginan untuk
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menyelenggarakan resepsi yang meriah, serta dorongan untuk mempertahankan citra 
sosial sering kali menyebabkan biaya pernikahan meningkat secara signifikan. Kondisi 
tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong sebagian masyarakat menunda 
pernikahan karena keterbatasan ekonomi, sementara sebagian lainnya memilih 
mencari sumber pembiayaan melalui pinjaman kepada kerabat maupun lembaga 
keuangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap 
pembiayaan pernikahan terus meningkat seiring dengan besarnya biaya yang harus 
dikeluarkan untuk penyelenggaraan akad dan resepsi pernikahan (Afifah et al., 2022; 
Ihsanillah & Islamiyah, 2024; Rosiana et al., 2024). 

Kebutuhan akan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah mendorong 
lembaga keuangan syariah untuk menyediakan berbagai produk pembiayaan guna 
memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif masyarakat. Salah satu jenis 
lembaga yang berperan dalam memenuhi kebutuhan tersebut adalah Baitul Maal wa 
Tamwil (BMT) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang 
beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Melalui berbagai akad yang tersedia, 
lembaga keuangan syariah berupaya memberikan solusi pembiayaan yang tidak 
bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, termasuk bagi masyarakat yang 
membutuhkan dana untuk penyelenggaraan pernikahan (Makinara et al., 2020; Malisi, 
2022). 

Salah satu instrumen yang banyak digunakan dalam pembiayaan kebutuhan jasa 
adalah akad ijarah multijasa. Secara normatif, pembiayaan multijasa memperoleh 
legitimasi melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 
Tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa, yang menyatakan bahwa lembaga 
keuangan syariah dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk memperoleh 
manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Fatwa tersebut 
lahir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan 
memerlukan fasilitas pembiayaan berbasis jasa yang tetap sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah. 

Dalam perspektif fikih muamalah, akad ijarah merupakan akad pemindahan hak 
manfaat atas suatu barang atau jasa dengan pembayaran imbalan (ujrah) tertentu tanpa 
disertai perpindahan hak kepemilikan atas barang yang menjadi objek sewa. Konsep 
ini menjadikan manfaat sebagai objek transaksi yang sah menurut syariat. Oleh karena 
itu, akad ijarah multijasa dapat diterapkan untuk berbagai kebutuhan jasa, seperti 
pendidikan, kesehatan, perjalanan ibadah, renovasi rumah, maupun pembiayaan 
pernikahan. Fleksibilitas tersebut menjadikan akad ijarah multijasa sebagai salah satu 
produk pembiayaan yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat modern (Baihaqqi & Nuzula, 2022). 

Meskipun demikian, implementasi akad ijarah multijasa dalam praktik masih 
menimbulkan perdebatan, baik dari aspek normatif maupun aplikatif. Sebagian 
ulama, seperti Abu Hanifah dan Imam Syafi‘i, membolehkan praktik penyewaan 
kembali manfaat yang telah diperoleh karena dianalogikan dengan kebolehan menjual 
kembali barang yang telah dimiliki. Sebaliknya, Imam Ahmad bin Hanbal 
berpendapat bahwa manfaat yang diperoleh melalui akad ijarah tidak dapat disewakan 
kembali karena statusnya hanya sebagai amanah. Perbedaan pandangan tersebut 
berimplikasi pada beragam model implementasi akad ijarah multijasa pada lembaga 
keuangan syariah, termasuk dalam pembiayaan pernikahan (Nurjaman et al., 2022; 
Suharto & Sudiarti, 2022). 

Kajian empiris mengenai pembiayaan ijarah multijasa menunjukkan bahwa 
implementasinya pada lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya seragam. 
Sebagian penelitian menemukan bahwa lembaga keuangan berperan sebagai penyedia 
dana sehingga praktik pembiayaan yang dilakukan belum sepenuhnya mencerminkan 
karakteristik akad ijarah yang sesungguhnya. Sementara itu, penelitian lainnya 
menunjukkan adanya implementasi yang telah sesuai dengan ketentuan fatwa. 
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Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai 
implementasi akad ijarah multijasa masih relevan untuk dilakukan, khususnya pada 
objek pembiayaan pernikahan yang hingga saat ini relatif terbatas dibahas dalam 
literatur hukum ekonomi syariah. 

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi akad ijarah 
multijasa pada lembaga keuangan syariah masih menghadapi persoalan terkait 
kejelasan objek akad dan kedudukan lembaga keuangan dalam penyediaan jasa. 
(Dariana & Ismanto, 2020) menunjukkan bahwa ketentuan mengenai objek akad 
dalam pembiayaan multijasa masih menimbulkan beragam interpretasi pada tingkat 
lembaga keuangan syariah. Selain itu, praktik penetapan ujrah sering kali dinyatakan 
dalam bentuk persentase, padahal ketentuan mengenai penetapan imbalan perlu 
diperhatikan agar sesuai dengan ketentuan fatwa dan kesepakatan para pihak. 
Temuan yang sejalan dikemukakan oleh (Sayuti, 2020), yang menemukan bahwa 
implementasi pembiayaan ijarah multijasa pada KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo lebih 
menitikberatkan pada penyaluran dana kepada anggota daripada penyediaan manfaat 
jasa secara langsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pembiayaan yang 
diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2004. 

Penelitian lain menunjukkan bahwa implementasi akad ijarah multijasa masih 
menghadapi tantangan dalam aspek kepatuhan syariah dan pengelolaan pembiayaan. 
(Arifin & Sultoni, 2024) menemukan bahwa penggunaan manfaat jasa dalam 
pembiayaan multijasa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah, sementara 
manajemen risiko pembiayaan juga masih menjadi tantangan bagi lembaga keuangan 
syariah. Senada dengan temuan tersebut, (Kasanah & Mustaqim, 2020) 
mengungkapkan bahwa beberapa lembaga keuangan syariah masih menempatkan diri 
sebagai penyedia dana daripada penyedia jasa sehingga mekanisme akad yang 
diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik ijarah. Adapun (Maulana 
& Rozak, 2021) menunjukkan bahwa implementasi akad ijarah pada produk 
pembiayaan multijasa membutuhkan kejelasan objek akad dan prosedur pelaksanaan 
yang konsisten agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Dari perspektif normatif, (Yazid & Arwani, 2023) menegaskan bahwa 
pembiayaan multijasa merupakan instrumen yang dibolehkan dalam syariah sepanjang 
menggunakan akad yang sah dan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam 
fatwa. Pemanfaatan akad ijarah maupun kafalah harus disertai pemenuhan syarat dan 
rukun akad agar kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dapat terjaga. Temuan 
yang lebih positif dikemukakan oleh (Faizah, 2022), yang menunjukkan bahwa 
implementasi pembiayaan pendidikan berbasis ijarah multijasa telah sesuai dengan 
ketentuan fatwa, baik dari aspek kejelasan objek jasa, mekanisme akad, maupun 
penetapan ujrah. 

Secara umum, penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada pembiayaan 
pendidikan, kesehatan, umrah, renovasi rumah, dan kebutuhan konsumtif lainnya 
(Latifah et al., 2022). Sementara itu, kajian mengenai implementasi akad ijarah 
multijasa dalam pembiayaan pernikahan masih relatif terbatas. Padahal, pembiayaan 
pernikahan memiliki karakteristik tersendiri karena berkaitan dengan kebutuhan 
sosial-keagamaan sekaligus melibatkan perbedaan pandangan ulama mengenai 
kebolehan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan kondisi 
tersebut, penelitian mengenai pembiayaan pernikahan penting dilakukan untuk 
memperluas kajian pembiayaan ijarah multijasa serta memberikan gambaran empiris 
mengenai kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa. 

Berdasarkan kajian terdahulu, penelitian mengenai akad ijarah multijasa 
umumnya berfokus pada pembiayaan pendidikan, kesehatan, umrah, renovasi rumah, 
dan kebutuhan konsumtif lainnya. Pembiayaan pernikahan sebagai salah satu bentuk 
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pembiayaan multijasa masih jarang dikaji secara khusus. Selain itu, penelitian 
sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek kepatuhan prosedural terhadap fatwa, 
sedangkan analisis yang menghubungkan praktik pembiayaan pernikahan dengan 
perbedaan pandangan ulama mengenai kebolehan pembiayaan untuk memenuhi 
kebutuhan pernikahan masih belum banyak dilakukan. Dengan demikian, terdapat 
ruang kajian untuk menganalisis pembiayaan pernikahan tidak hanya berdasarkan 
ketentuan normatif, tetapi juga berdasarkan praktik pelaksanaannya pada lembaga 
keuangan syariah. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi akad ijarah multijasa 
dalam pembiayaan pernikahan dengan mengintegrasikan perspektif fikih muamalah, 
ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 
2004 tentang Pembiayaan Multijasa, serta perbedaan pandangan ulama mengenai 
pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pernikahan. Penelitian ini juga 
menghadirkan bukti empiris mengenai mekanisme pembiayaan pernikahan yang 
diterapkan oleh Baitul Maal wa Tamwil, khususnya terkait kedudukan lembaga dalam 
penyediaan jasa dan kesesuaian mekanisme pembiayaan dengan prinsip-prinsip 
syariah. 

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad ijarah multijasa 
dalam pembiayaan pernikahan pada Baitul Maal wa Tamwil, menelaah kesesuaiannya 
dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 
2004 tentang Pembiayaan Multijasa, serta menjelaskan kedudukan pembiayaan 
pernikahan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. 

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum ekonomi 
syariah, khususnya mengenai implementasi akad ijarah multijasa dalam pembiayaan 
pernikahan. Dari aspek praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi Baitul 
Maal wa Tamwil dan lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk 
pembiayaan pernikahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meningkatkan 
kepatuhan terhadap ketentuan fatwa, serta menyediakan alternatif pembiayaan yang 
dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pernikahan secara lebih mudah 
dan sesuai dengan ketentuan syariat. 
 
METHODS 

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus 
dan pendekatan normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji kesesuaian 
praktik pembiayaan pernikahan berbasis akad ijarah multijasa dengan ketentuan Fatwa 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang 
Pembiayaan Multijasa, sedangkan studi kasus digunakan untuk memperoleh 
pemahaman mendalam mengenai implementasi akad tersebut pada lembaga yang 
menjadi objek penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan 
fenomena hukum dan praktik kelembagaan secara komprehensif melalui analisis 
terhadap data empiris dan norma hukum yang melandasinya (Engkizar et al., 2024; 
Sanches et al., 2024; Susilawati et al., 2025). Penggunaan metode ini dinilai tepat 
karena penelitian tidak hanya berupaya mendeskripsikan praktik pembiayaan 
pernikahan, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah 
dan ketentuan fatwa yang berlaku. 
Metode dan Jenis  

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study), yaitu penelitian 
yang difokuskan pada pengkajian secara mendalam terhadap suatu fenomena, 
program, aktivitas, atau praktik tertentu dalam konteks nyata (Kächele, 2018). Dalam 
penelitian ini, studi kasus diarahkan pada praktik pembiayaan pernikahan 
menggunakan akad ijarah multijasa pada Baitul Maal wa Tamwil yang menjadi objek 
penelitian. Pemilihan studi kasus memungkinkan peneliti memperoleh gambaran 
yang lebih rinci mengenai prosedur pembiayaan, pelaksanaan akad, serta penerapan 
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prinsip syariah dalam praktik kelembagaan. Oleh karena itu, jenis penelitian ini tepat 
digunakan karena fokus penelitian berada pada satu kasus yang memerlukan analisis 
mendalam dan kontekstual. 
Sumber Data 

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh secara langsung dari informan yang terlibat dalam pelaksanaan pembiayaan 
ijarah multijasa, yaitu manajer, karyawan, dan pihak lain yang terkait dengan proses 
pembiayaan pada Baitul Maal wa Tamwil. Sementara itu, data sekunder diperoleh 
melalui berbagai dokumen yang relevan, seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa, 
literatur fikih muamalah, buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan 
dokumen kelembagaan yang berkaitan dengan pembiayaan Syariah (Renz et al., 
2018). Penggunaan dua sumber data tersebut dinilai tepat karena memungkinkan 
proses triangulasi antara data empiris dan data normatif sehingga menghasilkan 
analisis yang lebih komprehensif. 
Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama (human 
instrument) yang berfungsi menentukan fokus penelitian, memilih informan, 
mengumpulkan data, menganalisis data, serta menafsirkan hasil penelitian (Bingham, 
2023; Gorichanaz, 2018). Untuk mendukung proses pengumpulan data, digunakan 
pula pedoman wawancara, lembar observasi, alat perekam, dan dokumentasi sebagai 
instrumen pendukung. Penggunaan peneliti sebagai instrumen utama dinilai tepat 
karena penelitian ini memerlukan kemampuan memahami konteks sosial, praktik 
kelembagaan, dan norma hukum yang tidak dapat diukur hanya dengan instrumen 
kuantitatif. 
Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme 
pembiayaan pernikahan, pelaksanaan akad ijarah multijasa, serta pandangan pihak 
lembaga terhadap ketentuan syariah. Observasi dilakukan untuk mengamati secara 
langsung proses dan prosedur pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga. Sementara 
itu, dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen pembiayaan, fatwa, arsip 
kelembagaan, dan berbagai literatur pendukung yang relevan dengan penelitian 
(Sanches et al., 2024). Kombinasi ketiga teknik tersebut tepat digunakan karena 
mampu menghasilkan data yang lebih lengkap, mendalam, dan saling melengkapi 
antara satu sumber dengan sumber lainnya. 
Alat Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 
berbasis interpretasi hukum (legal interpretation) dan analisis isi (content analysis). Analisis 
dilakukan dengan menelaah substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa, kemudian 
membandingkannya dengan praktik pembiayaan pernikahan yang diterapkan oleh 
lembaga. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara norma yang 
tertuang dalam fatwa dengan implementasi akad ijarah multijasa di lapangan (Kächele, 
2018). Penggunaan alat analisis ini tepat karena objek penelitian berkaitan dengan 
dokumen hukum dan praktik kelembagaan yang memerlukan penafsiran terhadap 
makna serta substansi norma. 
Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang dikembangkan 
oleh Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta 
penarikan kesimpulan dan verifikasi (Akinyode & Khan, 2018). Data yang diperoleh 
dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu direduksi untuk memilih 
informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara 
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sistematis untuk memudahkan pemahaman hubungan antarvariabel, kemudian 
diinterpretasikan untuk menghasilkan kesimpulan mengenai kesesuaian praktik 
pembiayaan dengan ketentuan fatwa. Teknik ini tepat digunakan karena mampu 
menghasilkan analisis yang sistematis serta memudahkan peneliti dalam menemukan 
pola, hubungan, dan makna dari data yang diperoleh. 
Keabsahan Data 

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. 
Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari 
berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan 
hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, proses member checking 
dilakukan untuk memastikan kesesuaian hasil temuan dengan informasi yang 
diberikan oleh informan (Roni et al., 2020; Weyant, 2022). Penggunaan teknik ini 
tepat karena mampu meningkatkan tingkat kredibilitas, dependabilitas, dan 
konfirmabilitas temuan penelitian sehingga hasil analisis yang diperoleh menjadi lebih 
valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. 

 
RESULT AND DISCUSSION 

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Fath IKMI merupakan lembaga keuangan 
mikro berbasis syariah yang berfungsi sebagai lembaga keuangan umat dengan prinsip 
operasional yang mengacu pada syariat Islam. BMT Al-Fath IKMI dibentuk sebagai 
upaya untuk memberdayakan umat secara bersama-sama melalui kegiatan simpanan, 
pembiayaan, serta kegiatan lainnya yang berdampak pada peningkatan kondisi 
ekonomi anggota dan mitra binaan ke arah yang lebih baik, aman, dan adil. 

KSPPS BMT Al-Fath IKMI merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah 
(LKS) yang menyediakan pembiayaan ijarah multijasa. Selama hampir 28 tahun 
beroperasi, KSPPS BMT Al-Fath IKMI tercatat memiliki aset simpanan yang cukup 
besar, dengan total sebesar Rp59.948.453.000,00 per April 2024. KSPPS BMT Al-
Fath IKMI juga telah memperoleh berbagai penghargaan. Salah satunya adalah 
penghargaan dari Bupati Tangerang pada tahun 2010 sebagai koperasi simpan pinjam 
berprestasi. Selain memperoleh penghargaan sebagai koperasi terbaik, KSPPS BMT 
Al-Fath IKMI juga pernah mendapatkan piagam penghargaan juara kedua sebagai 
koperasi berprestasi tingkat Kota Tangerang Selatan. 
Analisis Praktik Akad Ijarah Multijasa dalam Pembiayaan Pernikahan di 
KSPPS BMT Al-Fath IKMI 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan manajer BMT, Bapak Saimin 
menjelaskan bahwa produk pembiayaan yang diajukan oleh nasabah melalui BMT 
selama satu tahun terakhir meliputi pembiayaan pendidikan sebanyak 15–20 nasabah, 
pembiayaan pernikahan atau walimah sebanyak 10–12 nasabah, sewa tempat usaha 
sebanyak 5–8 nasabah, dan pembuatan surat tanah sebanyak 3–5 nasabah. 
Pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat umumnya didominasi oleh 
pembiayaan pendidikan. Adapun jenis pembiayaan yang tersedia di KSPPS BMT Al-
Fath IKMI meliputi: (1) pembiayaan pendidikan; (2) pembiayaan pernikahan; (3) 
pembiayaan sewa tempat usaha; dan (4) pembiayaan pembuatan surat tanah. 

Pembiayaan ijarah multijasa di KSPPS BMT Al-Fath IKMI merupakan bentuk 
pembiayaan yang termasuk dalam kategori konsumtif. Hal ini terlihat dari 
penggunaannya untuk membiayai kebutuhan pernikahan, pendidikan, dan kebutuhan 
lainnya. Pembiayaan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembiayaan konsumtif 
karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, baik 
kebutuhan primer (dharuriyyah) maupun kebutuhan sekunder (hajiyyah). Dalam 
konteks ini, pembiayaan pernikahan dapat dikategorikan sebagai pemenuhan 
kebutuhan sekunder (hajiyyah) karena pembiayaan tersebut merupakan dana 
tambahan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat pelengkap. Dalam konteks 
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pernikahan, pembiayaan kebutuhan sekunder dapat melibatkan pinjaman dari bank 
atau fasilitas kredit. 

Sebelum nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dan permohonan 
tersebut diproses oleh KSPPS BMT Al-Fath IKMI, terdapat sejumlah persyaratan 
yang harus dipenuhi. Persyaratan pengajuan permohonan pembiayaan kepada pihak 
BMT adalah sebagai berikut: (1) pemohon atau calon nasabah harus menjadi anggota 
KSPPS BMT Al-Fath IKMI; (2) nasabah harus mengumpulkan berkas-berkas berupa 
fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, dan dua lembar pasfoto berukuran 3 × 4; (3) 
nasabah harus menyampaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk barang yang 
akan dipesan, kemudian menyerahkannya kepada pihak KSPPS BMT Al-Fath IKMI; 
(4) apabila pemohon merupakan pegawai atau karyawan, pihak KSPPS BMT Al-Fath 
IKMI meminta nasabah melampirkan fotokopi surat keputusan (SK) sebagai pegawai 
atau karyawan; (5) nasabah harus melampirkan laporan keuangan dua tahun terakhir, 
jika ada, serta mutasi rekening bank selama enam bulan terakhir; (6) nasabah harus 
melampirkan fotokopi agunan atau jaminan kepada pihak KSPPS BMT Al-Fath 
IKMI; dan (7) nasabah harus bersedia menjalani survei yang dilakukan oleh tim 
survei KSPPS BMT Al-Fath IKMI. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan manajer BMT Al-Fath IKMI, 
Bapak Saimin, sebelum mengajukan pembiayaan pernikahan menggunakan akad 
ijarah multijasa, nasabah yang mengajukan permohonan dana untuk keperluan 
pernikahan terlebih dahulu akan diberikan nasihat oleh pihak lembaga. Selanjutnya, 
pihak lembaga akan memproses permohonan pembiayaan yang diajukan oleh 
nasabah. Apabila nasabah tetap ingin menggunakan fasilitas pembiayaan pernikahan, 
seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh pihak BMT harus dipenuhi terlebih dahulu. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan customer service BMT Al-Fath IKMI, 
Silvi menjelaskan bahwa setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh nasabah, proses 
pengajuan pembiayaan harus mengikuti tahapan yang telah ditentukan oleh pihak 
lembaga, yaitu sebagai berikut: (1) nasabah mengajukan permohonan pembiayaan 
pernikahan kepada bagian teller dengan membawa seluruh persyaratan yang 
diperlukan; (2) bagian teller atau kepala bagian operasional memeriksa kelengkapan 
dan kebenaran persyaratan yang diajukan serta menilai kelayakan jaminan nasabah; 
(3) account officer (AO) melakukan peninjauan lapangan dengan mencocokkan hasil 
pemeriksaan dan standar penilaian untuk menganalisis kelayakan calon nasabah; (4) 
AO menyerahkan berkas hasil peninjauan kepada kepala bagian operasional; (5) 
kepala bagian operasional memeriksa kesesuaian berkas dengan hasil peninjauan 
lapangan; (6) apabila calon nasabah dinyatakan layak berdasarkan standar lembaga, 
kepala bagian operasional meminta persetujuan kepala cabang dan AO, kemudian 
pengajuan pembiayaan dibahas dalam rapat untuk menentukan apakah permohonan 
tersebut disetujui atau ditolak; (7) apabila kepala cabang dan AO menyetujui 
permohonan tersebut, pembiayaan akan direalisasikan; dan (8) apabila permohonan 
tidak disetujui, berkas akan dikembalikan kepada nasabah. 

Dalam pembiayaan pernikahan, kisaran nilai pembiayaan yang diberikan oleh 
pihak BMT adalah Rp15.000.000,00, sedangkan batas maksimal pembiayaan 
mencapai Rp80.000.000,00. Jangka waktu pembiayaan ditentukan berdasarkan 
kesepakatan dengan nasabah. Apabila nasabah mengajukan jangka waktu pembayaran 
selama dua tahun, pihak lembaga akan menilai jaminan yang diberikan oleh calon 
nasabah. Selanjutnya, pihak lembaga menganalisis kondisi keuangan nasabah untuk 
menentukan apakah nasabah mampu membayar angsuran selama jangka waktu 
pembiayaan yang diajukan. 

Apabila nasabah mengalami risiko kredit macet, pihak BMT menanganinya 
dengan menghubungi nasabah untuk menanyakan penyebab keterlambatan 
pembayaran. Setelah itu, pihak BMT menganalisis penyebab terjadinya kredit macet 
dan memanggil nasabah ke kantor untuk mencari solusi bersama yang tidak 
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merugikan pihak mana pun. Biasanya, BMT akan memperpanjang jangka waktu 
pembayaran. Namun, apabila nasabah tetap tidak membayar tagihan, jaminan 
nasabah akan disita oleh pihak BMT untuk menutupi tagihan tersebut. 

Dalam pengajuan permohonan pembiayaan, calon nasabah harus mengikuti 
aturan atau persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Apabila seluruh 
persyaratan telah dipenuhi dan permohonan pembiayaan disetujui, pihak BMT akan 
membayarkan biaya sewa kepada pihak yang menyewakan barang. Selanjutnya, 
nasabah akan membayar angsuran setiap bulan kepada pihak BMT sesuai dengan 
jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

Pada praktiknya, KSPPS BMT Al-Fath IKMI menggunakan akad ijarah, yaitu 
pihak BMT melakukan transaksi sewa-menyewa dengan pihak yang menyewakan 
barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Setelah transaksi tersebut dilakukan, nasabah 
membayar biaya sewa kepada BMT sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati 
dan ditentukan sebelumnya. 

KSPPS BMT Al-Fath IKMI menyediakan pembiayaan berupa jasa untuk 
kebutuhan pernikahan, yaitu pembayaran biaya sewa tenda dan pelaminan. Pihak 
lembaga tidak memberikan uang tunai kepada nasabah, tetapi memberikan 
kesempatan kepada nasabah untuk mencari sendiri barang yang dibutuhkan. Setelah 
nasabah menentukan barang yang akan digunakan, pihak BMT melakukan 
pembayaran biaya sewa barang tersebut kepada penyedianya. 

Dalam pembiayaan ijarah multijasa di KSPPS BMT Al-Fath IKMI, akad yang 
digunakan adalah akad ijarah. Pihak BMT melakukan transaksi sewa-menyewa atas 
barang yang lokasi penyedianya telah diinformasikan oleh nasabah. Dalam hal ini, 
pihak BMT membayar langsung biaya sewa kepada pihak yang menyewakan barang. 
Pihak lembaga memberikan kesempatan kepada calon nasabah untuk memilih barang 
yang diinginkan. Nasabah tidak menerima uang secara langsung dari pihak BMT 
karena pembayaran dilakukan oleh pihak lembaga kepada penyedia barang yang 
disewa. 

Adapun alur pelaksanaan pembiayaan pernikahan atau praktik ijarah multijasa 
di KSPPS BMT Al-Fath IKMI adalah sebagai berikut: (1) nasabah mengajukan 
permohonan pembiayaan pernikahan kepada KSPPS BMT Al-Fath IKMI dengan 
melengkapi seluruh persyaratan yang diminta oleh pihak lembaga; (2) setelah 
mengajukan permohonan, nasabah menginformasikan lokasi penyedia barang yang 
dipilih kepada pihak BMT; (3) pihak BMT melakukan transaksi sewa-menyewa 
dengan pihak yang menyewakan barang. Barang tersebut menjadi objek sewa bagi 
BMT selama jangka waktu yang disepakati, dan pada tahap ini dilaksanakan akad 
ijarah; (4) pihak BMT memanggil nasabah ke kantor untuk membacakan akad yang 
akan digunakan, yaitu akad ijarah; (5) setelah akad dibacakan, nasabah memastikan 
bahwa dirinya telah memahami seluruh ketentuan yang tercantum dalam akad; (6) 
kedua belah pihak, yaitu nasabah dan BMT, menandatangani surat perjanjian akad; 
dan (7) pada saat yang bersamaan, nasabah menyerahkan jaminan kepada pihak 
BMT. 

Praktik yang diterapkan oleh KSPPS BMT Al-Fath IKMI Pamulang tidak 
menyediakan sejumlah uang tunai kepada nasabah, tetapi menyediakan pembiayaan 
berupa jasa. Dalam pembiayaan pernikahan ini, BMT menggunakan akad ijarah. 
Calon nasabah mencari sendiri barang yang dibutuhkan untuk acara pernikahannya. 
Setelah menemukan barang yang sesuai, calon nasabah menginformasikan pilihan 
tersebut kepada pihak BMT, kemudian pihak BMT membayar biaya sewa barang 
secara langsung kepada penyedianya. 

Pihak lembaga tidak memberikan sejumlah uang tunai kepada nasabah dalam 
pembiayaan pernikahan karena berupaya memegang teguh prinsip-prinsip syariah dan 
ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menghindari 
penggunaan dana di luar tujuan atau kesepakatan awal. Selain itu, pihak lembaga 
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berupaya membatasi risiko dengan tidak memberikan uang tunai secara langsung 
kepada nasabah (Faizah, 2022; Maulana & Rozak, 2021; Yazid & Arwani, 2023). 
Melalui pembatasan risiko terkait penggunaan dana tersebut, lembaga dapat 
memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan yang 
telah disepakati dan prinsip-prinsip syariah. 
Analisis Kesesuaian Praktik Akad Ijarah Multijasa dalam Pembiayaan 
Pernikahan di KSPPS BMT Al-Fath IKMI dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 
44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa 

Dalam praktik pembiayaan ijarah multijasa di KSPPS BMT Al-Fath IKMI, akad 
yang digunakan adalah akad ijarah. Pihak BMT melakukan transaksi sewa-menyewa 
atas barang yang telah diinformasikan terlebih dahulu oleh nasabah. Selanjutnya, 
pihak BMT menyewa barang tersebut selama jangka waktu yang telah disepakati. 
Setelah itu, nasabah dipanggil ke kantor untuk melaksanakan akad dengan pihak 
BMT. 

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang 
Pembiayaan Multijasa, dalam ketentuan umumnya, lembaga keuangan syariah (LKS) 
yang menggunakan akad ijarah harus mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku dalam 
akad ijarah. Sementara itu, apabila LKS menggunakan akad kafalah, seluruh ketentuan 
yang berlaku dalam akad kafalah harus dipenuhi. Selain itu, besaran ujrah atau fee 
harus disepakati sejak awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persentase. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan manajer BMT, Bapak Saimin, 
pembiayaan pernikahan di KSPPS BMT Al-Fath IKMI Pamulang, Tangerang 
Selatan, dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan umum Fatwa DSN-MUI Nomor 
44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Analisis kesesuaian 
tersebut disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 1. Kesesuaian Praktik Akad Ijarah Multijasa dalam Pembiayaan 
Pernikahan di KSPPS BMT Al-Fath IKMI dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 

44/DSN-MUI/VIII/2004 

Ketentuan Fatwa Praktik Keterangan 

Pembiayaan multijasa hukumnya boleh 
(jaiz) dengan menggunakan akad ijarah 
dan kafalah. 

KSPPS BMT Al-Fath IKMI 
menggunakan akad ijarah. 

Sesuai 

Apabila lembaga keuangan syariah 
menggunakan akad ijarah, ketentuannya 
harus mengikuti ketentuan akad ijarah. 

Dalam praktiknya, BMT 
menggunakan akad ijarah. 

Sesuai 

Apabila lembaga keuangan syariah 
menggunakan akad kafalah, seluruh 
ketentuan yang berlaku dalam akad 
kafalah harus dipenuhi. 

BMT memilih menggunakan 
akad ijarah, bukan akad 
kafalah. 

Sesuai 

Dalam pembiayaan multijasa, LKS 
dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) 
atau fee. 

BMT memperoleh imbalan 
jasa atas pembiayaan yang 
diberikan kepada nasabah. 

Sesuai 

Besaran ujrah atau fee harus disepakati 
sejak awal dan dinyatakan dalam 
bentuk nominal, bukan persentase. 

BMT menetapkan ujrah atau 
fee dalam bentuk nominal. 

Sesuai 

Sumber: Diolah berdasarkan hasil penelitian dan Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004. 

Tabel 2. Kesesuaian Praktik Akad Ijarah dalam Pembiayaan Pernikahan di 
KSPPS BMT Al-Fath IKMI dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-

MUI/IX/2017 

Ketentuan Fatwa Praktik Keterangan 

Ketentuan umum. Mu’jir adalah vendor, musta’jir adalah pihak 
BMT, ajir adalah vendor, sedangkan manfa’ah 
berupa dekorasi. 

Sesuai 



Izzah, N., Malinda, R. 

Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 

Vol. 10, No. 1, pp. 50-62, 2026 

 

 

59 

 

  
  

Ketentuan terkait 
hukum dan bentuk 
ijarah. 

Dalam praktiknya, KSPPS BMT Al-Fath 
IKMI menyediakan manfaat atas barang dan 
jasa. 

Sesuai 

Ketentuan terkait 

ṣigat akad ijarah. 

Akad dinyatakan secara lisan melalui 
pembacaan akad dan secara tertulis sampai 
kedua belah pihak memahami ketentuannya. 

Sesuai 

Ketentuan terkait 
Mu’jir, musta’jir, dan 
ajir. 

Pihak yang menyewakan barang menyerahkan 
manfaat, sedangkan pihak penyewa 
berkewajiban membayar biaya sewa sesuai 
kesepakatan. 

Sesuai 

Ketentuan terkait 
mahall al-manfa’ah 
dalam ijarah ‘ala al-
a’yan. 

Barang yang disewakan berupa tenda dan 
pelaminan. 

Sesuai 

Ketentuan terkait 
manfaat dan waktu 
sewa. 

Barang yang disediakan berupa tenda dan 
pelaminan, dengan jangka waktu sewa yang 
telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

Sesuai 

Ketentuan terkait 
amal yang dilakukan 
ajir. 

Pekerjaan atau jasa yang diberikan telah 
diketahui, jangka waktunya telah disepakati 
oleh kedua belah pihak, dan pelaksanaannya 
disesuaikan dengan tujuan akad. 

Sesuai 

Ketentuan terkait 
ujrah. 

Ujrah dalam pembiayaan di BMT ditentukan 
dalam bentuk nominal yang disepakati oleh 
kedua belah pihak. 

Sesuai 

Ketentuan khusus 
untuk kegiatan 
produk atau jasa. 

Pelaksanaan pembiayaan mengikuti ketentuan 
Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-
MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan 
Multijasa. 

Sesuai 

Sumber: Diolah berdasarkan hasil penelitian dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017. 
Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa KSPPS BMT 

Al-Fath IKMI Pamulang telah menerapkan praktik pembiayaan pernikahan yang 
dinilai sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 
tentang Pembiayaan Multijasa dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-
MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. 

Selain dinilai sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, pihak lembaga juga 
telah menjalankan praktik yang mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip 
dan ketentuan syariah dalam pembiayaan pernikahan menggunakan akad ijarah 
multijasa (Ginting & Mufti, 2024; Rasyid & Siregar, 2025; Safitri et al., 2021). Dalam 
praktiknya, pihak BMT berupaya menjalankan pembiayaan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku untuk menghindari transaksi di luar aturan atau kesepakatan awal. 
Melalui penerapan mekanisme tersebut, pihak lembaga berupaya membatasi risiko 
penggunaan dana di luar tujuan pembiayaan dan memastikan bahwa transaksi 
dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 
 
CONCLUSION 

Implementasi akad ijarah multijasa dalam pembiayaan pernikahan menunjukkan 
bahwa lembaga keuangan syariah dapat berperan sebagai penyedia manfaat jasa 
melalui mekanisme yang berfokus pada objek jasa yang nyata, bukan sekadar 
penyaluran dana kepada nasabah. Temuan ini menegaskan bahwa pembiayaan 
pernikahan dapat diakomodasi melalui instrumen ijarah multijasa selama memenuhi 
rukun, syarat, dan mekanisme akad sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan syariah. 
Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian spesifik mengenai pembiayaan 
pernikahan sebagai objek pembiayaan multijasa yang masih relatif terbatas dibahas 
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dalam literatur hukum ekonomi syariah, sekaligus menghubungkan aspek tersebut 
dengan implementasi fatwa dalam praktik kelembagaan. 

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa akad ijarah multijasa memiliki 
prospek sebagai alternatif pembiayaan pernikahan yang sesuai dengan prinsip syariah 
dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dari sisi teoretis, temuan ini memperkuat 
pengembangan kajian fikih muamalah terkait penerapan akad berbasis manfaat jasa. 
Dari sisi praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi lembaga keuangan 
syariah dalam memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan fatwa, meningkatkan 
kualitas desain produk pembiayaan multijasa, serta mendorong tersedianya layanan 
pembiayaan pernikahan yang lebih sesuai dengan tujuan kemaslahatan dan prinsip 
syariah. 
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